BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 202 TAHUN 2022
TENTANG PENDAPATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF
KETUA RUKUN TETANGGA SERTA KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pada penganggaran
pembiayaan insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua
Rukun Warga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 202
Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat
Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif
Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga;

b. bahwa untuk memotivasi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua
Rukun Warga agar bekerja lebih optimal dalam melayani
masyarakat, maka perlu untuk memberikan kenaikan
besaran insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua
Rukun Warga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan
Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga

serta Ketua Rukun Warga;




Mengingat

1.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan  Pemerintah = Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1
Seri D);

Peraturan Daerah  Kabupaten Malang Nomor 2
Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
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Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1
Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 46
Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang
Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);

Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Malang Nomor 128 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023
Nomor 128 Seri D);




Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 202 TAHUN 2022
TENTANG PENDAPATAN KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA SERTA KETUA
RUKUN WARGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa,
Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202
Seri D) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Insentif Ketua RT dan Ketua RW diberikan setelah
ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Ketua RT dan Ketua RW.

(2) Besaran insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Ketua RT sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh
lima ribu rupiah); dan

b. Ketua RW sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah).

(3) Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber
dari ADD.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 13 Desember 2024
BUPATI MALANG,

ttd.
SANUSI
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 13 Desember 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.
NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 183 Seri D




